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TENTAF.IG

PEN I,TNJUKAN/PENETAPAT-{ f{J u DAN (ADC} DAhl SCIPl R Dl Ll NG KU t{6fuN

SEKTRETARIATDAERAHKABUpATENAGEHSINGKII.
TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat : 1.

'. a.

b.

2.

PENGG E"JNA ANGGARAN SEKT.I ETARIAT
DAERAH KABUPATEN ll\CEH SITUGKIL

bahwa dalam rangka kelaricaran penyelenggiiraan dan p*rrataan

"Jministtasi 
kegiitari di $ekretariat Daerah, perltl ditunjuk

AluOrn (ADC) dan Sopir dilingkr-lngan S,ekretariei Daerah

K-abupaten Aceh SingkilTahun Anggaran 2012:

bahwa untuk rnaksud terseburt pada huruf a eiiatas, perlii

ditetapkan dalam suatu keputusan.

undang - t-lndang Repubrlik tndonesra Nomor 14 Tahun 19'*9

tentan{ Pembentulkan baerah Tingkat ll Kabupaten Aceh $ingki!

(l-embiran Negara Republik lrrdonesia Tahun 1999 Nom*r 48

Tambahan Lembaran Negara Fiepublik lndonesia Nomor 3688);

Undang - ljndang Republik lndonesia Nornot' 28 Terhun 19$9

tentani penyeienlgaraan Negara Yang Bersih.dan Beba$ dr,iri

Xo*pi, Kol'-rsi Uin Nepotisme (Lembaran .Neg.ara Republik

lndonesia Tahun 1999 $'lornor 75, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik !ndonesia Nomor 3851);

3. Undang - undang Republik lndone-qia Nornor 44 Tahun 1999

tentanj Fenyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

lstimeia Aceh (Lemhraran Negara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor 1'72 J'ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3893);

4. Undang - undang Republik lndonesla Nomor 17 Talrun 2003

tentanj K.euangln Negara (l-embaran Negara Reputilik

lndonesia Tanun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nonror 4286);

5. Undang - undang Republik lndoneeia Nomor 1 Tahun 2004

tentanf PerbendJharaan Negara (l-embaran Negara't+epublik
lndonJsia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lenrbaran i'Jegara

Republik lndonesia Nomor a355);

6. Undang - Undang Repilblik lndonesla Noirrur 15 Tahui-r 20U4

tentani PemerikJaan davi Pengelola"n dql..T."nggung {awab
Keuanlan Negara (Lembaran Negara Republik.lndoneisia Tahun

20a4 Nomor 66 Tambahan Lembaran !',lega;'';l f{epitblik

lndonesia Nomor 4400);
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7. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Renublii<

lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 125,Tambahan Lembaran l-iegara
Republik lndonesia Nomar 4437) sehragaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Ncrnor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas tJndang-Undang Nom;:r 32

Tahun 20A4 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2QO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a 3B);

L Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2006

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
lndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Republik lndonesia Nomor a633);

Negara Republlk
Lembaran Negara

Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2A1f
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5%Q;

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a576);

Peraturan Pemeriniah Republik lndonesia Nomor 56 Tahun 2005
Tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, T'ambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dari Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerin'tahan Daerah (Lembaran illegara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor I Tahun 2006

Tentang Laporan Keuangan dan Kineria lnstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor affiQ;

16.
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17. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2AA7

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia' Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemeriritah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembararl Negara Republik lndonesia Tahun

2AO7 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 20AT

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Repubiik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a738);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lernbaran

Negara Republik tndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan-
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 71 Tahun 2O1A

tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Repubiik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165)

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perati:ran
Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun zUA Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen
Dalam Nege:"i;

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalarn Fiegeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangarr

Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menter"i Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan APBD' Tahun Anggaraii'2012',

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonlor 53 Tahun 201-i TentanE

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 'rJegaru l:spubiik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Da;'ussalam Nomor 03 Tahrlrr

2A07 Tentang Tata Cara Penrbuatan Oanun (Lembaran Daa.ra'
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2AA7 Nomor 03, Tarn,batha-

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nornor .13'

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.



28.

30.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

29.

Qanun Aceh Singkil Ncmor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun
Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pevubahan Kedua
Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan "fata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Daerah Kabupaten Aoeh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);

Qanun Aceh Singkil Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2A12
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor
14);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2011 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh
singkil Tahun Anggaran 2Q12 {Berita Daerah Kabupaten Aceh-

Singkil Tahun 2011 Nomor 41);

Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Penunjukan/Penetapan Pengguna AnggaranlPengguna Barang
Pada Satuan Kerja PeraJrgkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012'

MEMUTU$KAN:

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT

DAERAH KEBUPATEFT A,CEH SINGKIL TENTANG

PENUNJUK.ANiPENETAPAN AJUDAN (ADCi DAr\i SOPIR

DILINGKUNGAN SEKTRETARIAT DAER.AH KABUPATEI{
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2012.

Menunjuk dan menetapkan Ajudan (ADC) dan Sopir dilingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil 'fahun /\nggaran

2012 sebagaimana tercantunl pada lampiran Keputusan ini.

Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberi tugas

seperti dalam lajur 3 (tiga) dan diberi honorarium sebesar yang

tertera dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dan

melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung
jawab.

Segala biaya yang timbui akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran

2012.

31.

32.



KEEilAil Keptrtusan ini mulai berlaku seiak targgal g2 Junuari s-d

31 Desember 2A12, dengan ketentuan apabib dikernudian hari

temyata terdapat kekeiiruan dalam penetapan ini akan diperbaiki

kembali sebagaimana mestinYa.

Ditetap di Singkil
d 27 '$ninri "zoi2pada

ANGARAU\T
nde* sirNarctfi1

SALIMN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ka. BPK Perwakilan - ]X Prov- NAD;
2. Ke|l"n DPRK tGbupaten Aceh Singkil;
3. lnspektur lnspektorat Aceh Singkil di Singkil;
 . PanAssisten dilingkungan Setdakab Aceh singkii;

5. Yang bersangkutai untif diketahuidan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab'
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